
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI TUSI RAUUAS I

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Dl UNGKUNGAN PEMEruNTAH KABUPATEN UUSI RAUUAS

BUPATI ilu$l RAWAS r

f,enimbang : a- bahua sebagai penyelenggara negara berkerlaiiban memberikan

pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik'

b. bahwa dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat atas

pelayanan publik yang dilakukan oleh apartur atiau penyelenggara

pelayanan maka perlu rembuat peraturan tentang pehlanan publik

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya

meningkatlen kualitas dan menfamin pelayanan publik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstd huruf a
dan huruf b, penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

tengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ll dan Kotapraia di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200r tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 20M Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 4137) sebagaimana blah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembanan

Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Rl

Nomor 4844)
3. UndargrUndang l,lryrpr 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Rl Tahun 200'9 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 5038)

4. Perahrran Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinei dan Pemerintah Daerah lGbupaten/Kota (Lembaran

Negara Rl Tahun 2OO7 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl I
Nomor 4737) {
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5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 /KEP/M.PAN7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pembenfukan Susunan Organisasi dan Tata Keria

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2008 Nomor 1)

UEffiTTUSI(AN: '

tenetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PENYELENGGAITAAhI PEL\YA}EqN PUBLIK DI LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabuapten Musi Rawas

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Musi Rawas

3. Bupatiadalah Bupati MusiRawas

4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebufuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administnatif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah

setiap institusi penyebnggara negara, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

6. Stardar Pelayanan adahh tolak ukur yang dipergunakan seb4ai pedonran

penyelenggaraan pelalpnan.

7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai

omng peni@rangan, kelompok maupun badan hukum yarq berkedudukan

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN i

Pasal 2
Penyehnggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah l(abupaten

Musi Rawas diselenggarakan dengan maksud unfuk memberikan

kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara 
,

dalam pelayanan publik. It
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Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas adalah :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan publik.

b. Tenrvujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan.

BAB lII

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Ruang lingkup dan sistem pelayanan publik meliputi semua Dinas, Badan,

Kantor, BUMD ddn lnstasi lainnya yang memberikan pelayanan publik

di Kabupaten Musi Rawas.

(2) Sistematika Penyusuhan Ruang Lingkup dan Sistem Pelayanan Publik adalah

sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Hakekat Pelayanan Publik

c. Asas Pelayanan Publik

d. Jenis Pelayanan Publik

(3) Pedoman Sistem Pelayanan Publik Kabupaten tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PU BLI K

Pasal 5

Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasa! 6

Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

a. DasarHukum

b. Persyaratan

c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

d. Jangka Waktu Palayanan

e. BiayatTanf

f. Produk Layanan

g. Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

h. Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan I
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BAB V

PERILAKU PELAKSANA DAIAM PELAYANAN

Pasal 7

Pelaksana pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus

berperilaku sebagai berikut :

a. Tidak diskriminatif
b. Cermat
c. Santun dan Ramah

d. Tegas, andal dan tidak berlarutlarut
e. Profesional

f. Tidak Mempersulit

g. Patuh

h. Menjunjung Tinggi Nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.

BAB V'
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 8

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas

internal dan pengawas eksternal.
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh :

a. Pengawasan oleh atasan lan$sung, dan

b. Pengawasan oleh instansi pemerintah yang membidangi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan ekstefnal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan

melalui pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di :Lubuklinggau
-- pada tangga! : 2b d{ober 2011

BUPATI MUSI RAWAS

Diundangkan di :Lubuklinggau
pada tanggal : 29 ot^4ober 2011

Pembina r Madya
198303 1 005

I

NIP. 1

!TA RAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011NOMOR..?.9.



LAMPIRAN I : PERATURAN

NOMOR

TANGGAL

BUPATI MUSI RAWAS

: 29 TAHUN 2011

: )A o4oWr 2011

SISTEMATIKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan

Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-

!uasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan

mengatur urusan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat kebijakan

daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa

dan pemberdayaan masyarakat yang bertjuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah

daerah khususnya Kabupaten Musi Rawas terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kuatitas pelayanan pubtik merupakan

amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik ddn sejalan dengan lnstruksi Presiden t{omor 5 Tahun 2004

Terlten$ Perdepatan Pemeberdhtdsan Korupsi yang diantardhya

men$irttruksikan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas

peldldhah kepada masyarakat, baik daldm bbntuk jasa ataupun
peri2inan metalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang

mellptlti persyaratan, target waktu penyelesaiart dan biaya yahg harus

dibaydr oleh ntasyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pencapaian sasaran

terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik yang baik

maka perlu diatur pedoman-pedoman standar dalam melak$anakan

peldydnan baii yang sesuai dengan peraturan perundang-undiingdn.

2. Maksud dan Tuluan

a. Maksud sistematika penyelenggaraan pelayanan publik adalah

sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam
pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai

dengan kewenangannya.

b. Tujuan sistematika penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang

baik dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan dari Oenberi (
maupun penerima pelayanan.
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B.

c.
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Hakekat Pelayanan Publik

Hakekat petayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiuban aparatur pemerintah

sebagai abdi masyarakat.

Asas Pelayanan Publik

1. Kepentingan Umum

2. Kepastian Hukum

3. Kesamaan Hak

4. Keseimbangan Hak dan Kewaiiban

5. Keprofesionalan

6. Partisipatif

7. Persamaan Perlakuan/Tidak Dikriminatif

8. Keterbukaan

9. Akuntabilitas

10. Faslitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan

11. Ketepatan Waktu dan

12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan

D. Jenis Pelayanan Publik

Jenis Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik

serta pelayanan administratif yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan.

BUPATI MUSI RAWAS
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